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PUTUSAN
Nomor 728/Pdt.GI2024/PA.Sr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama 0000000 yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakimtelah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, NIK 33141264039400006, (Tempat Lahir 0000000,
Tanggal Lahir 24 Maret 1994), agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di 0000000 RT
20, Desa 0000000, Kecamatan 0000000 Kabupaten
0000000, sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta,
tempat kediaman di 0000000 RT 20 Desa 0000000
Kecamatan 0000000 Kabupaten 0000000.dan Sekarang
tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, sebagai
“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannnya tertanggal 14 Mei 2024
telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama 0000000, dengan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.Sr., tanggal 15 Mei 2024
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 05-08-2016 dihadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan 0000000 Kabupaten
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0000000 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
0000000000

2. Bahwa setalah menikah Penggugat dan Tergugat pernah
merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan dikaruniai 1
orang anak benama ; 0000000 NIK 0000000000000umur 6 tahun
Pendidikan TK dan anak tersebut ikut seorang ibu.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul
membina rumah tangga ditempat Kediaman orang tua Penggugat di
0000000 RT 20,Desa 0000000 Kecamatan 0000000 0000000 selama 4
tahun

4, Bahwa sejak bulan Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan masalah
ekonomi Penggugat jarang di kasih nafkah, dan Tergugat sering pergi
tanpa pamit apabila diingatkan malah marah marah

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut
mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak
bulan Juni 2020 terhitung sudah 3 Tahun 10 bulan Penggugat tinggal di
0000000 RT 20 Desa 0000000 Kecamatan 0000000 Kabupaten
0000000 .dan Tergugat pergi tidak di ketahui alamatnya dengan jelas di
wilayah indonesia

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas,
Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan dengan
Tergugat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang
berkepanjangan;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan
rumah tangga dengan meminta nasihat baik kepada keluarga Penggugat
dan Tergugat kepada pemuka agama, akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat
telah memenuhi alasan perceraian, maka Penggugat memohon kepada
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Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama 0000000 agar menerima,
memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

1.
Surat:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK :
0000000000 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten 0000000,
Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Majelis Hakimdiberi tanda P.1;
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b.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000000000 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama KUA 0000000 Kabupaten 0000000 Provinsi
Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh
Majelis Hakim diberi tanda P.2;

c. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472/07/1V/2024, vyang
dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa 0000000, Kecamatan 0000000,
Kabupaten 0000000, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata

sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

2.
Saksi:

1. , umur tahun, Agama , Pekerjaan , tempat tinggal di, dibawah

sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
" bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi sebagai ... Penggugat;
. bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan
#1011#, dikaruniai seorang anak, bernama 0000000, umur 6 tahun,
sekarang ikut Penggugat;
. bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh 0000000 RT20 Desa
0000000, Kecamatan 0000000, Kabupaten 0000000;
. bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2020
mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah
ekonomi, Tergugat yang jarang memberi nafkah kepada Penggugat
sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, puncaknya
pada bulan Juni tahun 2020 Penggugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat sedangkan Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang
tidak pulang sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah hampir
sekitar empat tahun lamanya;
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. bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada
komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
. Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan
mereka akan tetapi tidak berhasil ;
2., umur tahun, Agama , Pekerjaan , tempat tinggal di, dibawah sumpahnya

ia memberikan keterangan sebagai berikut :
" bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
saksi sebagai ... Penggugat;
. bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan 05
Agustus 2016, dikaruniai seorang anak, bernama 0000000, umur 6
tahun, sekarang ikut Penggugat;
. bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh 0000000 RT20 Desa
0000000, Kecamatan 0000000, Kabupaten 0000000;
. bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2020
mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah
ekonomi, Tergugat yang jarang memberi nafkah kepada Penggugat
sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, puncaknya
pada bulan Juni tahun 2020 Penggugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat sedangkan Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang
tidak pulang sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah hampir
sekitar empat tahun lamanya;
. bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada
komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
. Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan
mereka akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat

tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di

persidangan ;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya
secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap
menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga
mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita
acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil
dengan sah dan patut, sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak
hadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan
sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara
ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 125 HIR, yakni
diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar
dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah
Agung RI (PERMA), No : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak
dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat
tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat
yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak awal tahun 2020
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mulai tidak rukun sering berselisin dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat
yang jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak bisa mencukupi
kebutuhan rumah tangga, puncaknya pada bulan Juni tahun 2020 Penggugat
tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pergi tanpa pamit
sampai sekarang tidak pulang sehingga pisah rumah tanpa saling
berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama hampir sekitar empat tahun
lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini
termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap
dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti
tertulis (P-1), (P-2) dan (P-3) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat
bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah
sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah
formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat
bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama 0000000 maka adalah
tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama
0000000 (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah
dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta
Nikah adalah merupaka alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga
mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan
kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam
yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta
Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan
terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan
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yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk
mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti Tergugat benar
warga setempat namun sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di

seluruh wilayah RI selama lebih dari hampir sekitar empat tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di
bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa dan fakta yang dilihat
sendiri/didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR.
Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktikan dan dapat

diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal
172 HIR;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), (P-2) dan (P-3) serta
keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai
berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah
pada tanggal 05 Agustus 2016, dalam keadaan bakda dukhul, dikaruniai
seorang anak, bernama 0000000, umur 6 tahun, sekarang ikut
Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat di Dukuh 0000000 RT20 Desa 0000000,
Kecamatan 0000000, Kabupaten 0000000;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan
rukun akan tetapi sejak awal tahun 2020 mulai tidak rukun sering
berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat yang jarang
memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak bisa mencukupi
kebutuhan rumah tangga, puncaknya pada bulan Juni tahun 2020

Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat
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pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang sehingga pisah rumah
tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama hampir
sekitar empat tahun lamanya;

- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling
berkomunikasi layaknya suami isteri;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan
kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus
yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat yang jarang
memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan
rumah tangga, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami
isteri sampai sekarang selama hampir sekitar empat tahun lamanya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dinyatakan terbukti
di atas, maka patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat termasuk rumah tangga yang mengalami disharmonisasi atau dengan
kata lain antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas perkara ini
dilangsungkan, baik dari saksi-saksi, dan Majelis Hakim telah mengupayakan
perdamaian dengan sungguh-sungguh, namun Penggugat bersikeras untuk
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa percekcokan dan perselisihan suami isteri tidak
hanya berupa cekcok secara fisik semata namun berpisah tempat tinggal
antara suami isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang
dibenarkan sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat bisa dikategorikan sebagai telah terjadinya percekcokan dan
perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan
Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo.
Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;
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Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim
berpendapat tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat
lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan
Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar

rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa
penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,
tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu
masih dapat dipertahankan lagi atau tidak berdasarkan Yurisprudensi MARI
Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga,
dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana
dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud
dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa
perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya dari pada
membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus
menerus, hal ini perlu dihindari sesuai gaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya
diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

& baod | el e p 2o suw laad T 5,

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim  sependapat
dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil
Majidiyang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum sebagai
berikut:

aills uolall ade 5l lezos) dzg )l axe, pac suil I3l
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Artinya: “Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian
rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak
satu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah ada
cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan
dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah
bercerai dan talak yang akan dijatunkan dalam perkara ini adalah talak yang
dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf
(c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu
ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan
Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada
Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama 0000000 pada hari Rabu tanggal 25 September 2024
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Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami
Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Jayin, S.H. dan
Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk
umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Gigih Nuryahdi, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Jayin, S.H. Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.
Panitera Pengganti,

Gigih Nuryahdi, S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. ATK Perkara: Rp75.000,00

3. Panggilan : Rp270.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp20.000,00

5. Penyumpahan: Rp100.000,00

6. Redaksi : Rp10000,00
7. Meterai : Rp10000,00
Jumlah : Rp525.000,00

(Lima ratus dua puluh lima lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 728/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



